DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrachman, H. (2018). Hukum Antarnegara Dan Hukum Diplomatik. Jakarta:
Sinar Grafika.

Arifin, Saru. (2014). Hukum Perbatasan Darat Antarnegara. Sinar Grafika.
Asshiddiqie, Jimly. (2010). Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar

Grafika.
Buntoro, Kresno. (2014). Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia. PT
Rajagrafindo Persada..

Hakim, Chappy, & Supri Abu. (2019). Penegakan Kedaulatan Negara Di Udara.
Kompas Media Nusantara.

Ibrahim, Johnny. (2005). Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif.
Bayumedia.

Juwana, Hikmahanto. (2010). Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia.
UI Press.

Kantaatmadja, M. K. (1988). Berbagai Masalah Hukum Udara Dan Angkasa.
Remadja Karya.

Kelsen, Hans. (1961). General Theory Of Law And State. Russell & Russell.

Khairandy, Ridwan. (2013). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. FH UII
Press.

Martono, K. (1987). Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa.
Bandung: Alumni.

. (2007). Pengantar Hukum Udara Nasional Dan Internasional
Publik. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Pramono, Agus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Udara. Ghalia Indonesia.

Abdurrasyid, Priyatna. (1972). Kedaulatan Negara Di Ruang Udara. Pusat
Penelitian Hukum Angkasa.

Samekto, F.X. Adji. (2009). Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional. PT
Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press.

Suteki & Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori
Dan Praktik). Rajawali Pers.

Nugroho, Yuwono Agung. (2006). Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia. PT Bumi
Intitama Sejahtera.

Djalal, Hashim. (2002). Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia. Majalah
Perbatasan, Edisi 02, 18.

138



JURNAL DAN ARTIKEL

Andréfouét, Serge, Paul, Matthieu, & Farhan, Ahmad. Robi. (2022). “Indonesia's
13,558 Islands: A New Census From Space And A First Step Towards A
One Map For Small Islands Policy.” Marine Policy, 135, Article 104848.

Candra Nisa & Disemadi, H. (2020). “Yurisdiksi Kriminal Terhadap Black Flight
Di Ruang Udara Wilayah Indonesia”. SASI: Jurnal Ilmiah Hukum, 26(3),
365-379.

Diantha, I. Made Pasek (2018). “Pengaturan Kedaulatan Negara Di Ruang Udara
Menurut Konvensi Chicago 1944”. Kertha Patrika, 40(1), 33-34.

Fadhiil, Muhammad Dzaki. (2022). “Pelaksanaan Air Defence Identification Zone
(ADIZ) Sebagai Upaya Penegakan Hukum Ruang Udara”. Dharmasisya:
Jurnal Hukum, 21-25.

Hadhani, Muhammad Gading Bintang. (2025). Interception Oleh TNI Angkatan
Udara Terhadap Maskapai Ethiopian Airlines Ditinjau Dari Annex 2
Konvensi Chicago. Media Hukum Indonesia, 12.

Hajaruman, Ahmad Novam. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pesawat Militer
Asing Yang Diterbangkan Sebagai Bagian Dari Kapal Induk Di Atas ALKI.
Jurnal Perspektif Hukum, 15(1), 48-49.

Indrawati, N. (2022). Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian
Penyesuaian FIR Indonesia—Singapura. Paradigma, 1651.

Koloay, J. S. (2021). Kekosongan Hukum Dalam Pengelolaan Ruang Udara Di
Indonesia. Jurnal Kajian Masalah Nasional, 8(1), 1290.

Lissitzyn, Oliver James. (1953). The Treatment Of Aerial Intruders In Recent
Practice And International Law. American Journal Of International Law,
47(4), 559-560.

Lubis, A. F. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara. Jurnal Bina Hukum, 114.

Marsono & Deni D.A.R. (2018). Penetapan Air Defence Identification Zone
(ADIZ) Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Wilayah Udara Nasional.
Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, Vol 8 No 2, 2-5.

Muliawan, Chandra., Dkk. (2022). Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam
Aspek Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil
Tanpa Izin Dan Pesawat Tempur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia). Tirtayasa Journal Of International Law, 1(1), 5.

Pramono, Agus. (2018). Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam
Perspektif Hukum Internasional. Mimbar Hukum, 278.

Putro, L. H. (2023). Meningkatkan Ketahanan Ruang Udara Indonesia Melalui
Analisis Intelijen. Jurnal Keamanan Siber Dan Keamanan Nasional, 15.

139



Rifa'i, A. (2015). Kedaulatan Negara Indonesia Di Udara. Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Pattimura, 3.

Risdiarto, Danang. (2018). Penyidik TNI Angkatan Udara Dalam Kasus
Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia Oleh Pesawat Terbang
Asing Tidak Terjadwal. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 77-89.

Sahputra, A., Dermawan, W., & Dewi, A. U. (2024). Tingkat Pelanggaran Wilayah
Udara Indonesia: Analisis Tahun 2017-2019. Jurnal Keamanan Nasional,
10(2), 317.

Saputri, J. R. (2023). Penerapan Hukum Internasional Atas Pelanggaran Ruang
Udara Oleh Pesawat Udara Asing. Jurnal Rectorum, 8-9.

Savitri, Rohannisa Naja Rachma & Adya Paramita Prabandari. (2020). TNI
Angkatan Udara Dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 238.

Sefriani. (2009). State Sovereignty Over Airspace In International Law. Indonesian
Journal Of International Law, 6(4), 570.

. (2015). Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum
Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM, 22(4), 540-553.

Silmiwati. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Zona Larangan Terbang Bagi
Pesawat Sipil Asing Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal,
2(2), 128-129.

Sulastri, L. (2021a). Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Hukum Tata
Negara. Jurnal Kajian Masalah Nasional, 7(2), 5.

Sulastri, L. (2021b). Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Kedaulatan
Ruang Udara. Jurnal Keamanan Nasional, 12.

Susanto, P. C. & Keke, Y. (2019). Implementasi Regulasi International Civil
Aviation Organization (ICAO) Pada Penerbangan Indonesia. JAVIASI
Jurnal llmiah Kedirgantaraan, 16(1), 59—60.

Wiratama, I. G. N. E. (2025). Pelanggaran Hak Lintas Di Wilayah Udara Indonesia
Oleh Pesawat Militer Asing. Kertha Negara, 8.

Yani, A. (N.D.). Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing. FH Unpatti
Repository.

PERATURAN-PERATURAN HUKUM

Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944.

Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation: Rules of the Air. ICAO,
2005.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

140



Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
International Law Commission, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara.

Civil Aviation Law of the People’s Republic of China.

INTERNET

Tempo. (2015, 3 Juli). Sengketa Ambalat, Kemenlu keluhkan ini untuk protes
Malaysia. https://www.tempo.co/politik/sengketa-ambalat-kemenlu-
keluhkan-ini-untuk-protes-malaysia-1438855

CNN Indonesia. (2017). Pesawat militer AS dari Diego Garcia jemput kru di Aceh.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170324203911-20-
202669/persoalan-mesin-pesawat-militer-as-mendarat-darurat-di-aceh

detikNews. (2019). Tujuh pesawat tempur Prancis mendarat darurat di Aceh.
https://news.detik.com/berita/d-4555136/7-pesawat-tempur-prancis-
mendarat-darurat-di-aceh

Steve Treschman. (2020, December 1). The untold story of how Indonesian and
Australian jets nearly came to blows over East Timor. The War Zone.
https://www.twz.com/37904/the-untold-story-of-how-indonesian-and-
australian-jets-nearly-came-to-blows-over-east-timor

China.org.cn.  (2001). US  seriously  violates  international  law.
http://www.china.org.cn/english/2001/Apr/11146.htm

Tim Hukumonline. (2024). Perbedaan upaya preventif dan represif serta
contohnya. https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-
1t63¢0813b74769/

141


https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/
https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/

